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Mengingat

WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BIMA
NOMOR & TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI]
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan tata
kelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien, maka perlu
mewjudkan penyederhanaan birokrasi;

bahwa  penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui
penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi vang
dinamis, hincah, dan profesional;

bahwa  berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menten
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dinyatakan
bahwa setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan
Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri
dimaksud,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menectapkan
Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kena untuk
Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Bima;

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2002 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Karva menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor G897);



Menetapkan

_UI

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
lentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokras: (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 181);

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima
[Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor B8H)
scbagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Redua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bima {Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor
246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM KERJA UNTUK

PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BIMA,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan:

L.

Sistermn Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang
membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi.

Penyesuaian  Sistem  Kerja adalah  perbaikan  dan
pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai
Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem
pemerintahan berbasis elekironik.

Mekanisme Kerja adalah proses dan cara Kerja organisasi
yvang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai
Aparatur Sipil Negara yvang dilakukan dalam suatu sistem
dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan.



4. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang
menggambarkan hubungan kenja yang efektif dan efisien
antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan
keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi,

5. Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik vang selanjutnya
disingkat SPBE adalah penyelengparaan pemenntahan yang
memanfaatkan tcknologl informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

6. Unit Organisasi adalah bagian darn struktur organisasi yang
dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional
vang dianglkat untuk memimpin suatu umt kerja mandin
berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kepala Umt Organisasi adalah Pecjabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, ataun
Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu
unit organisasi tertentu.

8. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Apararur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instans: Pemerintah.

9. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan
ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain
vang diberi pendelegasian kewenangan.

10, Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela
Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas
tertentu di bawah Kepala Unit Organisasi dalam periode
wakiu tertentu sesual dengan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan.

11, Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan
pegawal pemerintah dengan perjanjian kerja yvang diangkat
oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi fugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

12, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan vyang
menjadi kewenangan Daerah.

13. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.

14. Daerah adalah Kota Bima.

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu:

a. mewujudkan proses kerja vang efekiif dan efisien;

b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja
OrgAnisAasi;

c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan

d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi.

Pasal 3
{1} Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan:
a. penyederhanaan struktur organisasi;
b. penyetaraan jabatan; dan
¢. penyesuaian Sistem Kerja.
(2] Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf ¢ meliputi Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis.



BAB Il
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
dilaksanakan dengan prinsip:
oricntasi pada hasil;
kompetensi;
profesionalisme;
kolaboratif;
transparansi; dan
akuntabel.

bl I =N -

Pasal 5

(1) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) terdin atas:

kedudukan;

penugasan;

pelaksanaan tugas;

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

pengelolaan kinenja; dan

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2} Mel-:.a.[usmc Rernja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan
alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah
dilakukan penyederhanaan  strukiur organisasi dan
penyetaraan jabatan.

(3) Penjabaran Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.
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Bapgian Kedua
Kedudukan

Pasal 6
Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab sccara langsung kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama dan Pcjabat Administrator,

Pasal 7
Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat menjadi Kepala Sekolah
dan Kepala Pusal Kesehatan Masyarakat berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut
dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Ketiga
Penugasan

Pasal 8
(1} Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana
dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja
dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan
kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
(2} Penugasan secara individu danjfatau dalam tim kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan



Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam
satu Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi, lintas Perangkat
Daerah dan/atau lintas instansi pemerintah.

(3] Dalam tim kerja yang anggotanyva berasal dan lintas Unit
Kerja dan/atau lintas Perangkat Dacrah, Pejabat Fungsional
atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan
berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja,

{4} Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat terlibat untuk
melaksanakan tugas lelnh dan 1 (satu] target kinerja, baik
berupa tugas rutin atau tugas insidental yang dilaksanakan
dalam waktu tertentu.

Pasal 9

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan
melalui penunjukan danfatau pengajuan sukarela,

{2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan
penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau
pelaksana oleh Pejabat Pemilai Kinerja dan/atau Kepala Unit
Organisasl untuk melaksanakan kinerja tertentu.

{3) Pengajuan sukarela secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana
atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau
pelaksana untuk melaksanakan Kinerja tertentu.

Pasal 10

(1} Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana secara individu
dan/atau tim kerja yang melibatkan Pejabat Fungsional dan
pelaksana lintas insiansi pemerintah ditetapkan dengan
Keputusan Sckretaris Daerah.

[2) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana secara individu
dan/atau tim kerja yang melibatkan Pejabat Fungsional dan
pelaksana antar Unit Organisasi ditetapkan dengan
Reputusan Kepala Perangkat Daerah.

(3} Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana secara mdividu
dan/fatau tim kerja yang melibatkan Pejabat Fungsional dan
pelaksana dalam Unit Organisasi dengan surat tugas oleh
Pejabat Penilai Kinerja atau Kepala Unit Organisasi.

(4} Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2] serta surat tugas scbagaimana dimaksud pada ayat
(3} tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Tugas

Pasal 11
Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana mehputi
pelaksanaan tugas yang bersifat:
dalam Unit Organisasi;
lintas Unit Organisasi;
lintas Perangkat Daerah; dan
lintas instansi pemerintah.

kA

Bagan Kelima
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 12
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara



individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung
kepada Kepala Unit Organisasi.

Pasal 13

{1} Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai
anggota tim kerja melaporkan pelaksanaan tugas kepada
ketua tim.

(2] Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai
ketua tim kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja
kepada Kepala Unit Organisasi secara berkala,

(3] Ketua tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
diutamakan berasal dari Unit Organisas: pemilik Kinerja.

(4} Kepala Unit Orgamsasi secara sewaktu-waktu berwenang
untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota
tim kerja.

Bagian Keenam

Pengelolaan Kinerja

Pasal 14
(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik
vang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri

atas:
a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan
klarifikasi ekspektasi;

b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang
meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan
balik berkelanjutan dan pengembangan Kinerja pegawai;

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai;
dan

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi
pembernian penghargaan dan sanksi.

(2] Pengelolaan kinerja untuk pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Teknologl Informasi dan Komunikasi

Pasal 15

{1} Perangkat Daerah dapat memanfaatkan aplikasi SPBE vang
terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan mekanisme kerja.

2] Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berupa
aplikasi umum berbagi pakai.

(3) Keterpaduan  pemanfaatan  teknologi informasi dan
komunikasi dalam  mendukung  mekanisame  kerja
dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Daerah.

BAB III
PROSES BISNIS

Pasal 16
(1) Penyvusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Perangkat
Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja vang efektif
dan efisien antar Unit Organisasi.
(2] Perangkat Daerah melakukan perbaikan dan pengembangan
Proses Bisnis untuk Penyesualan Sistem Kerja melalui reviu



Diundangkan di Kota Bima

dan evaluasi.

(3) Reviu dan evaluasi. sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional
prosedur,

(4] Standar operasional prosedur dan peta Proses Bisnis
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saal Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wal
Kota Bima Nomor 188.45/100/060/11/2022 tentang Koordinator
dan Sub Koordinator Pelaksanaan Kegiatan yang Terdampak
Penyetaraan Jabatan pada Setiap Perangkat Daerah i
Lingkungan Pemerintah Kota Bima dan Keputusan para Kepala
Perangkat Daerah yvang mengatur tentang Koordinator dan Sub
Koordinator di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di Kota Bima
- 28 parex 2024

N KOTA BIMA,

pada tanggal 25 naree 2024

&
TT 4



1.

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA

NOMOR & TAHUN 2024
TENTANG

SISTEM KERJA PASCA
PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BIMA

SISTEM KERJA PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

Latar Belakang

Penyesuaian sistem kerja dilakukan setelah penyederhanaan struktur
organisasi dan penyetaraan jabatan guna mewujudkan organisasi yang lebih
sederhana dan lelnh lincah. Penyesuaian sistem kerja dimaksud meliputi
penyesuaian mekanisme kerja dan progses bisnis.

Penyederahanaan birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan strukiur
organisasi yang ada. Mekanisme pelaksanaan penyederhanaan birokrasi melalu
pemetaan dan analisis, usulan dan penetapan. Setelah struktur organisasi
disederhanakan, kemudian melakukan penyetaraan jabatan, vaitu mengalihkan
jabatan struktural ke jabatan fungsional, dengan melantik pejabat struktural ke
pejabat fungsional. Berikutnya tahapan terkahir dari penvederhanaan birokrasi
adalah melakukan penyesualan sistem kerja.

Penyvesuaian sistem kerja untuk penyvederhanaan birokrasi

Penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah dilakukan setelah
penyederhanaan struktur organisasi dan penyetarasan jabatan guna
mewujudkan organisasi yang lebhh sederhana dan lebih lincah. Penyvesuaian
sistem kerja dimaksud meliputi penyesuaian mekanisme kerja dan proses
bisnis.

1. Mekanisme Kerja
Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi vang
menggambarkan alur pelaksanaan dalam suatu  sistem dengan
mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan. Dengan
penyederhanaan birokrasi, setiap unit organisasi terdin dari 2 level struktur
kecuali pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan tim kerja vang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Penyederhanaan struktur pada beberapa unit organisasi masih

dimungkinkan untuk memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.



IL.

Mekanisme kerja paska penyederhanaan struktur organisasi terbagi

menjadi 3 (tiga) tahapan, vaitu:

Tahapan Perencanaan

Kegiatan yvang dilaksanakan pada tahapan perencanaan di antaranya:

a. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi
pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan
Pelaksana di bawah koordinasi Pejabat Administrator oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi pratama

b. Perumusan strategi pelaksanaan pencapalan target kinerja oleh
Pejabat Administrator yang terdini dari penentuan pelaksanaan tugas
dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan
Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas umt serta kebutuhan atas
Ketua Tim

c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapalan target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana

2. Tahapan Prlaksanaan

a. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan
pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana

b. Momitoring perkembangan dan  pemberian umpan balik  atas
pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Administrator dan/atau Ketua Tim.

c. Penyampaian  hasil pelaksanaan  kegiatan kepada  Pejabat
Administrator.

J. Tehapan Evaluasi

Kegiatan vang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah reviu atas
hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja atau individu oleh Pejabat
Administrator dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Penyesuaian Yang Diperlukan Untuk Mendukung Mekanisme Kerja

Pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk penvederhanaan

birokrasi membutuhkan beberapa penyvesuaian, diantaranya :

1.

Penentuan Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana di bawah dan
bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja. Pejabat Penilai Kinerja
merupakan atasan langsung dari Pejabat Fungsional dan pelaksana
dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau
jabatan lain yang diberi pendelegasian wewenang.

Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan secara
individu atau tim kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Unit
Organisasl. Kepala Unit Organisasi merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat
Fungsional yang diangkat menjadi Kepala Sekolah dan kepala Pusat



Kesehatan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penugasan tersebul, dapat berupa penugasan langsung atau
pengajuan sukarela kepada Kepala Unit Organisasi. Penugasan dapat
dilakukan dalam unit organisasi atau antar unit orgamsasi.
. Penyesuaian dan perfanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat
Fungsional dan pelaksana dapat dilakukan dalam tim kerja atau
individu. Tim kerja dapat terdiri dari satu jenis atau lebih Jabatan
Fungsional dan pelaksana. D1 dalam tim kerja dapat ditunjuk seorang
Ketua Tim. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 7 Tahun 2022, implementasi
peraturan dimaksud membutuhkan beberapa penyesuaian, diantaranya :
a. Penentuan Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana serta

Penerapan Alur Mekanisme Sistem Kerja

Penjelasan secara umum penyesuaian yvang dilakukan untuk

penyederhanaan birokrasi adalah Pejabat Fungsional dan pelaksana

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat

Penilai Kinerja. Pejabal Penilai Kinerja merupakan atasan langsung

dari Pejabat Fungsional dan pelaksana dengan ketentuan jabatan

paling rendah adalah Jabatan Pengawas atau jabatan lain yang diberi

pendelegasian  wewenang. Secara umum kedudukan Jabatan

Fungsional dan pelaksana ditetapkan sebagai berikut:

1} Sekretariat Daerah

a) Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan Ralkyat

Ameren Pemerinimbnm do
Kesejnliternos Rakymt

Eepals Bagian kepala Piagian Kepala Bagian
Pemerintahan Tatpaninnoan Rali Hulkoam
Heomypode Jabam Helompek Jabniamn Eeam polk O e an
Fuanpalocal dan Mengiaral dar: Fungsinnal s
Malnksmna I'elsdesunin tluknars

Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan dibawah Kepala Bagian yang berperan
selalu pejabat penilai kinerja



b} Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Apgsten Perelconinmsan can

Pershnmgusat

Kepala Aagian frpala Dagier, Adimbosrnsl hepriia Begler Frngndan
Pereionomian dam S84 Pembangsnan Blarsng dan Jass
Krlnmpuk Jaimin Krnupuk JSebutes Kilompok Jdnheinn
Franigmonul das Fungsinnsl den Fungmanal ilun
[md ELTETER Prlaksars Pelis sz

Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan dibawah Kepala Bagian yvang berperan

selaku pejabat penilai kinerja

c} Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi

Umum
HKepals Bagian rpala Bagi Kot Rigan Protskal fan
CFl‘u'Ea.n.i.ul.l 2 Komunikas Mmpman
Lirmum
Emipok Jehaien Hepals Subbagin T
Furigmond i Mmpiean, B! A0 dan Kepala Subbagian
Pelabioera e Protakol
e Krlompoak -Labsian
Fungsiimal ko Furggmanul dun
Frinkaars P Lt

- Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana berkedudukan dibawah Kepala Bagian yang

berperan selaku pejabat penilai kinerja

- Untuk Jabatan Pengawas/eselon IV yang melaksanakan
tugas ketatausahaan dan protokol tetap dipertahankan.

2] Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretaris DPRD

Kepaln Beglan Umam Brpuilin Baggian Permidlargen Horgaics Bayilinnt Fimadiiimi
; hiss P i g i nidlaiigan Pengarggssan din
dan Kesangga e
Hepala Subbagan Kefampok Satacnn Welompols Jabaian
u Fungmnnnl dan Frurngeanal dan
meny Predialisni Pelakasnn
i Pk e
Fungrional dan
Priaknunn



Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana berkedudukan dibawah Kepala Bagian yang
berperan selaku pejabat penilai kinerja

- Untuk Jabatan Pengawas/eselon [V yang melaksanakan
tugas umum dan keuangan tetap dipertahankan.

3} Inspektorat
Inspekiur
Sekretars
Ketompok Jabmtan I
Fungsiomal [ I
Hepaln Subbiggian Krlompek .1 ot
Uirkiin Furggsamunl ilan
inspekinr Pembaniy | [ Inagekiur Pembaniu | Inspehkiur Pembanin
| Investgani

Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional

dan Pelaksana

berkedudukan dibawah Inspektur dan

Sekretaris yvang berperan sclaku pejabat penilai kinerja.

- Untuk Jabatan Pengawas/eselon IV yang melaksanakan

tugas umum dan keuangan tetap dipertahankan.

4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah
Kepnla Aodan / Kepaln
Pelaksmnm
Sekrelans
|
I 1
Kepiiln Sulsisigian L Kelempak dabesan
din Wepegiwnlen Furgsiimal dan
Friakaana
. . ; Kk
Kepala Bidung Kepals Bidang Rl Bidasig R e beriai Tl
Tige A
| | i I
K lormguk Jabatin elmpk Jabatan Keluinpuli Jabstar Hetampok Jatalan
Fuingaasital dan Fusygamal diars Fungsianal dan Fungmomil dan
Heliksarnn Pl saris PP b Priaksans




- Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana berkedudukan dibawah Kepala Sckretaris dan
Kepala Bidang vang berperan selaku pejabat penilai kinerja

- Untuk Jabatan Pengawas/eselon IV yang melaksanakan
tugas umum dan kepegawaian tetap dipertahankan.

5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas ‘
‘ SeETELariA
l |
Krpaln Saithaginn Limsm Kelempals Jnbarm
Purgsnanal doan
ki AT
s T S T T el Jadudan
Fungaterasl Furngsligiil

- Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana berkedudukan dibawah Kepala Dinas dan
Sekretaris yang berperan selaku pejabat penilai kinerja

- Untuk Jabatan Pengawas/eselon IV vang melaksanakan
tugas umum dan kepegawaian tetap dipertahankan.



7] Perangkat Daerah Model [

Kegala Drinas Satpol PP

Hakretarn
| 1
Kepula Subbagisn Umuss Kepahr Subbaguan
dan Hepegimiien Perorcanann dan
Krummwar:
Kecpuba Bidung Erguila Bidiing Kepala Bidang [Krusae
Sanpod PP arena Tipe B85
Mepiaia-elogl L Kepala Behe Kicpuka Sekasi Ll
Ko pals Sekinl | ] Bepals Selal el Sk ||
Krlnmpek: Jakaian Kolompok fakaiam Kelompak Jahotan
Fangaiznal dan = Fungaionnl dan Fungmonal dan o=
Pelikaniiu Priakmans Prlscannn

Model pada struktur diatas untuk perangkat daerah Satuan Polisi
Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan dan
Dinas Perhubungan
- Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana berkedudukan dibawah Kepala Bidang vang
berperan selaku pejabat penilai kinerja
- Untuk Jabatan Pengawas/eselon IV yang masih tetap

dipertahankan 2 (dua) di bawah kepala bidang.



9] Perangkat Daerah Model II

Eepala Badem
Srloetaris
I
I |
Kepain Sasbboginn Unram Kelosupeils dubatun
han Bepegawaian FPusygpabieal dan
Prisicsana

Kepalo Bidarng Krpmia Fidang
1 | ECS—
| | Kepain Schbaang Kepalo Seks - |

Eepaln Kegaln Erpuls Sekai

= Bubbidang o5

Helostgak Jabiatan
— Fusgedonal dan

SR A AT

Model pada struktur diatas untuk perangkat daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A dengan struktur 6
(enam) bidang yang dicontoh dengan struktur 2 (dua) bidang.

- Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana berkedudukan dibawah Sekretaris dan Kepala
Bidang yang berperan selaku pejabat penilai kinerja.

- Untuk Jabatan Pengawas/eselon IV vang masih tetap
dipertahankan 2 (dua) di bawah kepala bidang.



10)Perangkat Daerah Model 11

Kepala Dhnas | Kepala Badan

SalihsarE
I |
Kepale Buibbagan Usam Eapaln Susbhegrnn K limmpols Sabsatan
dam Kepepassacan Fedangas Perrrcanaan Frmgsiorial dais
dan Keukfiran Pelnkrana

I

I

Karpesln Bicla Kepaln Bacleng Krpaln Didang |Khusme
i s DPPRE i Dl Capdl pails Dines FLUMR dan 00
I I | |
Kelnmpak dnhsian Eelpngak Jabatan Kot cowpad Jabsaian elizzpok Jalaian
Fusgonal dun Fungmnnnl dan Fuspmicrsd dan Putigedsal duit
Prelakidain e Frialhsie Friuksana Prlakeinil

Model pada struktur diatas untuk perangkat daerah Dinas
Pengendalian Penduduk
Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

dan Keluarga Berencana, Dinas

Sumber Daya manusia.

- Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana berkedudukan dibawah Sekretaris dan Kepala
Bidang vang berperan selaku pejabat penilai kinerja.

- Untuk Jabatan Pengawas/eselon IV yang masih
dipertahankan bawah Seckretaris.

tetap

11} Perangkat Daerah Model [V

Hepala Minas, Badan

Bokrataris

[ I

Repala Subbagian Umes kelampok Jetatan
Fungsianal dan
Irinknems
Kepala Bidang Kepaln Bidang hoepili Butaig
| | |

Kelmmpek Jahatarn Kelnmpaok Jabnian Enlempok Jlnhstinh

Fimpuiorial daii Fungalensl dan Fungsionil dn

Pelik s Peinkssrs g FFE ]




Model pada struktur diatas untuk perangkat daerah Dinas
Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan
Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan
Riset dan Inovasi Daerah.

- Pada struktur diatas, maka Kelompok .Jabatan Fungsional
dan Pelaksana berkedudukan dibawah Sekretans dan Kepala
Bidang vang berperan selaku pejabat penilai kinerja.

- Untuk Jabatan Pengawas/eselon [V yang masih tetap
dipertahankan bawah Sekretaris.

12] Perangkat Daerah Penggabungan Model
Perangkat dacrah penggabungan model ini adala merupakan
perangkat daerah vang terdapat didalamnya beberapa urusan yang
serumpun vang disatukan sehingga menjadi sebuah perangkat
daerah. Adapun penggabungan model ini sebagai berikut:
a) Penggabungan Model yang masih memiliki dua jabatan
pengawas/eselon [V dibawah sekretaris tetapi tidak memiliki
jabatan pengawas dibawah kepala bidang.

Krpala Dinas
SEKTe1Ars
|
| |
Keppda Buybbagan Ussum hrpals Hubbagan
dam ki prgarsaman Ferenicsraan dan
et mnn
Hepala Hidnng Krpala Bidang iﬂ:‘- WF::::":“*
Perianahan Tise 8|
| 1 [
Kelommnpek Jabaias Kelompeik Fabsiian kelamipok Jabdtndn
Funpsicogl dam Fngrional das Fungsonal dan
lelnkenns Peelnkmana Prilalzm=nia
Model pada struktur diatas untuk perangkal dacrah Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana berkedudukan dibawah Kepala Bidang vang
berperan selaku pejabat penilai Kinerja,



- Untuk Jabatan Pengawas/eselon IV yang masih tetap
dipertahankan bawah Sekretaris.

b) Penggabungan Model yang masih memiliki 1 (satu) jabatan
pengawas/eselon IV dibawah sekretaris dan memiliki 2 (dua)
dibawah kepala bidang urusan tertentu dan tidak memiliki
jabatan pengawas dibawah kepala bidang urusan tertentu

lainnya.
[
Kepaln Dinas
Sekretaris
I I
Kepmiln Buibdsygan Lins Kelenpuk Jnhatan
dan kepogaumnian Fursgsarial dun
Pelainini
Krpsla Niganyg P isnsan Kepila Bdang Permbimaan Kepaln Budang
PALT) darn Pendifikan Pendiitikean [
Privy : bl Pemuda dan Olabhragu
=] A, |
Kbk <l alistan
Krrpnln Schsi Eerpaa ek Purgsisnal din
=t Kebeibagaan don Sarang =] Erlmmiagee do Sarane Priakaemn
FHEBAFANH Pt fra e
Rapaia bekal Pencictls das Kipila Seksi Pondilik
—I Teragn Weparduliian —| dun Tennga Kepenididikan
Pepideilenes Arak "ain [ Pendichiksn Nasar
Kolamgk dnhatii Krinmmaols faboian
L Fungmianal dun e Fungaicnal ian
Pelmearic Pl st

Model pada struktur diatas untuk perangkat daerah Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

- Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana berkedudukan dibawah Sekretaris dan Kepala
Bidang yang berperan selaku pejabat penilai kinerja,

Untuk Jabatan Pengawas/eselon IV yang masih tetap
dipertahankan bawah Sekretaris.



¢) Penggabungan Model yang masih memiliki 1 {satu} jabatan
pengawas/eselon IV dibawah sekretaris dan tidak memiliki
jabatan pengawas dibawah kepala bidang,

Kepals Dinms
Sekretans
| i
Kepala Subkagan Umum Erfompiok Jaiatesn
das Képrgsrmcan Fungsionnl dan
Perlakesmara
Eepals Bidang Bepala Bidang epali Hadiiing
[ | |
Eeampok dnsecan K lempok Jobaan Retorm pok Jaleirae

Fursgmunal dnn PFungmanal ilnn Fuangaonsl dsn

Pelaknsrs Vo lacraain Ielnkeans

Model pada struktur diatas untuk perangkat daerah Dinas Dinas
RKomunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

- Pada struktur diatas, maka Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana berkedudukan dibawah Sekretaris dan Kepala
Bidang yang berperan selaku pejabatl penilai kinerja.

- Untuk Jabatan Pengawas/eselon [V yang masih tetap
dipertahankan bawah Sekretaris.

Hl. Penugasan

Penugasan merupakan salah satu tahapan dialog kinerja antara Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dengan Pejabat penilai kinerja untuk
menempatkan dan mengklasifikasi Ekspektasi Pejabat Pemilik Kinerja.
Sebelum memperoleh penugasan, masing-masing Pejabat Fungsional dan
Pelaksana wajib mengetahui kedudukan penempatan Pejabat Fungsional
dan Pelaksana serta Pejabat yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat
Penilai kinerjanya.

Dalam Penugasan, sctiap Kepala Perangkat Dacrah, Kepala Sekolah dan
Kepala Pusat kesehatan masyarakat menetapkan Perjanjian Kinerja
Pelaksanaan Kegiatan Unit Organisasi termasuk identifikasi jenis penugasan
[individu atau tim), sebelum tahun pelaksanaan penugasan kegiatan. Dalam
hal terjadi perubahan kegiatan maka harus dilakukan perubahan Perjanjian
Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Unit Organisasi.



Perjanjian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Unit Organisasi disusun
berdasarkan; rencana strategis dan rencana tahunnan serta program
prioritas, hasil pemantauan (monitoring) dan evaluasi kegiatan jabatan
fungsional, kegiatan jabatan fungsional terkait isu strategis dan
pengembangan proses kegiatan untuk pencapaian output kegiatan.

Penugasan kepada jabatan fungsional dan pelaksana dilaksanakan
berdasarkan perjanjian kinerja Pelaksanaan Kegiatan Unit Organisasi yang
telah disusun., Penugasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana
dilakukan sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan serta
dengan memperhatikan kedudukan dan struktur organisasi pada masing-
masing Perangkat Daerah. Penugasan kepada Pejabat Fungsional dan
Pelaksana dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk vaitu:

A, Penunjukan

Cara penunjukan Pejabat Fungsional atau Pelaksana langsung dari
Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pejabat pemilik Kinega untuk
melaksanakan kinerja tertentu. Penunjukan dapat dilakukan di dalam
unit organisasi atau lintas unit organisasi. Namun demikian, jika
dipandang periu, penugasan baik secara individu maupun tim kerja
dapat melibatkan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yvang berasal dari
lintas Instansi, Tata cara penunjukan dijelaskan sebagai berikut:
1. Penunjukan Individu

Penunjukan Individu berdasarkan model kebijakan penyederhanaan

birokrasi sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan:

1) Melihat Gambaran keseluruhan Organisasi pada Dokumen
Rencana Stategis Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Unit
Kerja.
2) Menetapkan dan Mengklarifikasi Ekspektasi Kerja dan Perilaku
Kerja Kepala unit organisasi dan Pejabat Penilai Kinerja serta
menuangkan dan format SKP.
3) Menyusun mamual indikator kinerja untuk SKP Kepala Unit
Organisasi dan Pejabat Penilai Kinerja.
4] Menyusun Strategi Pencapaian Hasil Kerja.
a) Membagl Peran Pegawal berdasarkan sirategl pencapaian hasil
kena.
B) Menetapkan jenis rencana hasil kerja.
7l Menctapkan dan mengklasifikasi ekspektasi hasil kerja dan
perilaku kerja pejabat administrasi dan pejabat fungsional serta
menuangkan dalam format SKP.



8] Menyepakati sumber daya yang dibutubhkan, skema
pertanggungjawaban dan konsekuensi pencapaian kinerja
pegawai serta menuangkan dalam format lampiran SKP.

9) Penentuan target kinerja yang berkaitan dengan butir kegiatan
jabatan fungsional ditetapkan setelah dilaksanakan dialog
kinerja antara pejabat penilai kinerja dengan pejabat fungsional
serta pelaksana dengan memperhatikan komposisi target kinerja
organisasi dengan target kinerja jabatan fungsiaonal.

. Tahapan Pelaksanaan:

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana
secara individu, Pejabat fungsional atau pelaksana melaksanakan
tugas sesual dengan Ketentuan butir kegiatan jabatan fungsional
masing-masing atau wuraian tugas jabatan pelaksana yang
diselaraskan dengantugas, fungsi dan kinerja unit organisasi;

1) Butir kegiatan jabatan fungsional atau uralan tugas jabatan
pelaksana yang dilakukan oleh pejabat fungsional dan
pelaksana merupakan penjabaran atau turunan dari tugas,
fungsi dan kinerja unit organisasi;

2} Dalam pelaksanaan tugas pejabat fungsional atau pelaksana
secara  individu, pejabat fungsional atau  pelaksana
memperhatikan:

a)] Arahan dan strategi kepala unit organisasi dan/atau pejabat
penilai kinerja;

b} Target pencapaian kinerja unit organisasi

c) Keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
pejabat fungsional atau pelaksana lain dalam unit organisasi.

. Tahapan Evaluasi

1} Pejabat Penilai Kinerja melakukan evaluasi terhadap hasil
pelaksanaan kegiatan individu untuk kemudian disampaikan
kepada Kepala unit Organisasi.

2} Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Kepala Unit
Organisasi menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan
dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkannya,

3] Apabila pelaksanaan kegiatan dinyatakan tidak sesuai dengan
target yang diharapkan maka Kepala Unit Organisasi melakukan
perbaikan pencapaian target kinerja.

4) Untuk evaluasi hasil kegiatan yang berkaitan dengan butir
kematan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.



2. Penunjukan sebagai Tim Kenja

Tim Kerja dapat melaksanakan penugasan ferkail dengan pencapaian
sasaran kinerja mengacu pada pengelompokan proses bisnis yang
disusun wunit organisasi dan/atau melaksanakan penugasan
tambahan berdasarkan delegasi peraturan perundang-undangan atau
kebutuhan lain yang bersifat khusus. Penunjukan sebagai Tim Kerja
berdasarkan model Kebiyjakam penyederhanaan birokrasi sebagai
berikut:

a. Tahap Perencanaan:

Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana dalam melaksanakan
penugasan sebagai Tim kerja wajib melakukan dialog kinerja
dengan Kepala Unit Organisasi atau Pejabat Penilai Kinerja untuk
menetapkan dan mengklasifikasi Ekspektasi. Ekspektasi Kinerja
merupakan harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai
sebagai Tim Kerja. Hasil dialog kinerja tersebut dituangkan dalam
dokumen SKP. Penetapan dan klasifikasi dilakukan sepanjang
tahun kinerja. Tahapan yang dilakukan untuk menetapkan dan
mengklasifikas: Ekspektasi sebagai benkut:

1} Melihat Gambaran keseluruhan Organisasi pada Dokumen
Rencana Stategis Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Unit
Kerja.

2) Menetapkan dan Mengklarifikasi Ekspelctasi Kerja dan Perilaku
Kerja Kepala unit organisasi dan Pejabat Penilai Kinerja serta
menuangkan dan format SKP.

3) Menyusun manual indikator kinerja untuk SKP Kepala Unit
Organisasi dan Pejabat Penilai Kinerja,

4) Menyusun Strategl Pencapaian Hasil Kerja dari Tim Kerja.

5) Membagi Peran Pegawai berdasarkan strategi pencapaian hasil
kerja dari Tim Kerja.

B) Menetapkan jenis rencana hasil kerja dari Tim kerja.

7) Menetapkan dan mengklasifikasi Ekspektasi Hasil Kerja dan
Perilaku Kerja Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional vang
masuk dalam Tim Kerja serta menuangkan dalam format SKP.

8) Menyepakati sumber daya vyang dibutuhkan, skema
pertanggungjawaban dan konsekuens: pencapaian kinerja
pegawail yang masuk dalam Tim Kerja serta menuangkan dalam

format lampiran SKP.



b. Tahap Pelaksanaan

Dalam Tim Kerja, Kepala Unit Organisasi kelompok jabatan

fungsional dapat menunjuk salah satu pejabat fungsional atau

pelaksana sebagai ketua Tim kerja berdasarkan keahlian dan/atau
keterampilan. Jumlah Tm kerja dan jumlah Pejabat fungsional dan
pelaksana dalam tim kerja merupakan strategi dari Kepala Unit

Organisasi. Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dilakukan dengan

ketentuan scebagai beriloat:

1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana dalam tim
kerja dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan
keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atan
pelaksana dalam unit organisasi;

2) Tim kerja melaksanakan tugas unit organisasi sesuai arahan
dan strategi Kepala Unit Organisasi;

3} Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan
permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi
kepada Kepala Unit Organisasi untuk diputuskan dan/atauy
ditindaklanjut;

4] Kepala Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi secara
berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja sebagai bahan
mput  pengambilan  keputusan dan pemberian arahan
pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja;

5| Bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, timkerja
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan

6] Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi tugas dan kegiatan tim
keja,

Penyelesaian target kinerja tim dapat dilakukan dengan pelibatan

Pejabat Fungsional atau Pelaksana dari unit organisasi lain dengan

tata cara sebagai berikut:

1) Kepala Unit Organisasi pemilik kinerja mengirimkan surat
permohonan  pelibatan  Pejabat Fungsional atau Pelaksana
kepada Kepala Unit Organisasi yang dituju dimana Pejabat
Fungsional atau Pelaksana dimaksud berada;

2| Terhadap surat permchonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana, Kepala Unit Organisasi yang dituju dimana Pejabat
Fungsional atau Pelaksana dimaksud berada, memproses dan
menjawab permohonan  pelibatan Pejabat Fungsional datau



Pelaksana tersebut setelah mendapat rekomendasi dari Pejabat
Penilai Kinerja;

3) Apabila Kepala Unmit Organisasi yang dituju dimana Pejabat
Fungsional atau Pelaksana dimaksud berada menyetujui
pehibatan vang bersangkutan, maka Pejabat Fungsional atau
Pelaksana menyusun surat penugasan unfuk disetujui oleh
Kepala Unit Organisasi;

4) Pejabat Fungsional atau Pelaksana menerima surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknva dan penuh
tangeung jawab; dan

5) Apabila Kepala Unit Organisasi yang dituju dimana Pejabat
Fungsional atau Pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui
pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana, maka Kepala Unit
Organisasi menjawab surat permohonan pelibatan tersebut
disertai alasan.

¢. Tahapan Evaluasi:

1} Pejabat Penila: Kinerja melakukan evaluasi terhadap hasil
pelaksanaan Kegiatan tim kerja untuk kemudian disampaikan
kepada Kepala unit Organisasi.

2) Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Kepala Unit
Organisasi menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan
dinyatakan telah sesuai dengan target vang diharapkannya.

Jd) Apabila pelaksanaan kegiatan dinyatakan tidak sesuai dengan
target yang diharapkan maka Kepala Unit Organisasi melakukan
perbaikan pencapaian target kinerja.

Pembagian Tugas pegawai dalam tim untuk pencapaian kinerja tim,

sebagai bertkut:

1} Kepala Unit Organisasi bertanggung jawab untuk:

a) menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;

b} menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan
kegiatan;

c) memberikan arshan terpadu, input, dan feedback atas
pelaksanaan kegiatan,

d} memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas
antar tim; dan

e] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.

2] Pejabat Penilai Kinerja bertanggung jawab untuk:

a) menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana kerja

Organisasi;



b) memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan
dengan strategi dan tujuan organisasi;

c) memastikan kesiapan dukungan infrastrukiur, tata kelola,
dan sumberdaya vang optimal;

d) memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif;
dan

¢) memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas
dan fungsi antar unit organisasi.

3) Ketua Tim bertanggung jawab untuk:

a) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

b) membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi,
keahlian, dan/atau keterampilan;

c] melaksanaan kegiatan sesual dengan perencanaan;

d) memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;

e] melaporkan hasil kinerja anggota timnva kepada pejabat
penilai  kinerja dan Kepala Unit Organisasi yang
bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja
pejabat fungsional dan pelaksana; dan

f) melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas
antar anggota tim.

4] Anggota Tim bertanggung jawab untuk:

a) menyusun rencana kerja individu;

b) melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan

c) melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

B. Pengajuan Sukarela (voluntary)

Cara penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar
permohonan aktif dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Pengajuan
sukarela bertujuan untuk memberikan ruang peran aktif bagi Pejabat
Fungsional atau pelaksana untuk dapat membantu pelaksanaan kinerja
organisasi yang sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilannya, namun belum masuk ke dalam tugas yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pengajuan sukarela terdiri dari:

1. Mekanisme Pengajuan Sukarela Dalam Unit Organisasi:

a) Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyampaikan keinginannya
secara  lisan untuk dapat teriibat dalam suatu tim vyang
melaksanakan kinerja tertentu dalam unit organisasi kepada
Kepala Unit Organisasi dan/atau Pejabat Penilai Kinerja;



b) Apabila Kepala Unit Organisasi menyetujul, maka Kepala Unit
Organisasi menugaskan Pgjabat Fungsional atau Pelaksana untuk
melaksanakan kinerja tertentu tersebut;

¢) Pgabat Fungsional atau Pelaksana menerimsa surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab; dan

d) Pejabat Fungsional atau Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan
kinerja tertentu tersebut kepada Kepala Unit Organisasi dan/atau
Pejabat Penilai Kinerja.

. Mekamsme Pengajuan Sukarela Lintas Unit Organisasi:

a) Pejabat Fungsional atau Pelaksana menvampaikan surat
permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kinerja
tertentu kepada Kepala Unit Organisasi yang dituju setelah
mendapatkan persetujuan danfatau rekomendasi dari Pejabat
Penilai Kinerja dan/fatau Kepala Unit Organisasi yang
bersangkutan;

bl Apabila Kepala unit organisasi yang dituju menyetujui, maka
Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyvampaikan surat
permchonan persetujuan vang telah disetujui Kepala Unit
Organisasi yang dituju kepada Kepala Unit Organisasi dan/atau
Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan;

c) Apabila Kepala Unit Organisasi dan/atau Pejabat Penilai Kinerja
bersangkutan menyetujui, maka kemudian Pejabat Fungsional atau
Pelaksana menyusun surat penugasan yang ditanda tangani oleh
Kepala Unit Organisasi dan/atau Pejabat Penilai Kinerja vang
ditujukan kepada Kepala Unit Organisasi pemilik kinerja;

d) Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab; dan

¢) Apabila Kepala Unit Organisasi Permohonan Pejabat Fungsional
atau pelaksana, Kepala Unit Organisasi tersebut menyampaikan
penolakan secara tertulis disertal dengan alasan.

IV, Pelaksanaan Tugas
Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat dilakukan

dalam tim kerja atau individu.

A.

Pelaksanaan tugas dalam Uim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional
dan Pelaksana yang berasal dan satu unit organisasi dan/atau lintas unit
organisasi, bahkan lintas Instansi Pemerintah;

Dalam tim kerja, Kepala Unit Organisasi dapat menunjuk salah satu
pejabat fungsional atau pelaksana sebagai ketua tim kerja berdasarkan

keahlian dan/atau keterampilan;



C. Pada tim kerja dimana terdapat anggota yang berasal dari lintas unit

organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau
pelaksana vang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit
Organisasi pemilik kinerja tersebut;

D. Penunjukan Pejabat Fungsional atau Pelaksana scbagai Ketua Tim
ditetapkan dengan Kepala Perangkat Derah /Kepala Unit Organisasi;

E. Jumlah tim kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam
tim kerja merupakan strategi dari Kepala Unit Organisasi;

F. Dalam hal tegadi kekosongan jabatan, perpindahan ketua tim kerja,
maka dapat ditunjuk pelaksana/pejabat fungsional, dengan syarat:
1. pendidikan minimal D3;

2. mempunyai pangkat penata muda Tk.I golongan ruang minimal 111/ b.

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana meliputi pelaksanaan

ugas yang bersifat:

A. Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi

1. Secara Individu

a

b

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan butir Kegiatan
Jabatan Fungsional masing-masing atau uraian tugas jabatan
pelaksana yang diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja unit
OTEANISASI;

Butir kegiatan Jabatan Fungsional atau uraian tugas jabatan
pelaksana yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana
merupakan penjabaran atau turunan dari tugas, fungsi, dan
kinerja unit organisasi;

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat
memperhatikan arahan dan strategi Kepala Unit Organisasi, target
pencapaian kinerja unit organisasi, keselarasan pelaksanaan tugas
dan pencapaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana lain
dalam unit organisasi.

2. Secara Tim Kerja

a)

b)

c

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim
kerja dilakukan untuk melaksanakan tugas yvang memerlukan
keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan Pelaksana
dalam unit organisasi;

Tim kerja melaksanakan tugas dalam unit organisasi sesuai arahan
dan strategi Kepala Unit Organisasi;

Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas
dan kegiatan, im kerja dapat menyampaikan permasalahan dan



kendala beserta alternatii rekomendasi kepada Kepala Unit
Organisasi untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

d) Kepala Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi secara
berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja sebagai bahan
inpul pengambilan keputusan dan pemberian arahan pelaksanaan
tugas dan kegiatan:

e] pabila diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, tm kerja
berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lain; dan

) Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluas: tugas dan kegiatan tim
kerja.

B. Pelaksanaan tugas vang bersifat lintas unit organisasi

aj

elaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tm kerja
lintas unit organisasi dilakukan untuk melaksanakan tugas yang
memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan
Pelaksana lintas unit organisasi;

b) Tim kerja melaksanakan tugas lintas Perangkat Daerah sesuai arahan

dan strategi Kepala Unit Organisasi pemilik Kinerja;

c) Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas

d}

&)

dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada Kepala Unit Organisasi
pemilik kinerja untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

Dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala vang memerlukan
kolaborasi lintas Kepala Umit Organisasi, tm kerja dapat
menyampaikan permasalahan dan  kendala beserta alternaftif
rekomendasi kepada Kepala Unit Organisasi masing-masing untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungs! unir organisasi
masing-masing;

Apabila diperlukan dalam pelaksanasn tugasnya, tm kerja
berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lain; dan

Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi tugas dan kegiatan tim kerja.

. Pelaksanaan tugas vang bersifat lintas Instansi Pemeriniah

Pelaksanaan tugas lintas Instansi Pemerintah dengan ketentuan sebagai
berikut:

a)

Pelaksanaan tugas Pejabal Fungsional atau pelaksana dalam tim kerja
lintas Instansi Pemerintah dilakukan untuk melaksanakan tugas yang
memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau

pelaksana lintas Instansi Pemerintah;



b} Tim kerja lintas Instansi Pemerintah dapat dibentuk untuk
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai target kinerja unit
organisasi pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah pelaksana fungsi
atau untuk mendukung program strategis lintas Instansi Pemerintah;

c) Tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai arahan
dan strategi Kepala Unit Orgamsasi pemilik kinerja pada [nstansi
Pemerintah pelaksana fungsi atau arahan pimpinan [nstansi
Pemerintah pelaksana fungsi;

d) Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas
dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada Kepala Unit Organisasi
pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah pelaksana fungsi untuk
diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

e) Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Kepala Unit Organisasi atau
lintas Instansi Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan dan
kendala dimaksud, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing Kepala
Unit Organisasi atau pimpinan Instansi Pemerintah dimana Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dimaksud berada untuk ditindaklanjuti
sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi atau Instansi
Pemerintah masing-masing;

f] Bilamana diperiukan, tm kerja dalam melaksanakan tugasnya
berkoordinas: dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan

g} Koordinast tim kerja dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim kerja.

V. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas
Terdapat dua macam pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas yaitu:
A, Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau
pelaksana secara individu. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional
atau pelaksana secara individu maka Pejabat Fungsional atau pelaksana
melaporkan pelaksanaan tugas secara langsung kepada Kepala Unil

Organisasi.

B. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan

Pelaksana dalam tim kerja.

1. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai anggota tim
melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim,

2. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yvang berperan scbagai ketua tim
kemudian melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Kepala
Unit Organisasi.



V1. Format Bentuk
A. Keputusan Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KOTA BIMA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sockarno-Hatta No. 2 Kota Bima NTB Kode Pos 84113
Telp, (0374) 64644 1-646442 Fax, (0374) 646441

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA

NOMOR -t oo fosisii f sciiod sosininss
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA KEGIATAN..................TAHUN ANGGARAN............0.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan.........cccvenvniens Tahun
ANEEATAN. .cvevsmrnrnnsss , perlu membentuk Tim Kerja;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dapat berjalan tertib dan lancar serta
mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Dacrah tentang Pembentukan Tim Kerja

Kegiatan........cuwean Tahun ARGRaran.........co.vees)
Mengingat Lo Uhndametndemr i da e iy inea e invaa s e s a
2. Peraturan Pemerintah ..o e

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KERJA KEGIATAN...........ooce0t TAHUN ANGGARAN..............
KESATU : Membentuk Tim Kerja Kegiatan........ Tahun Anggaran ....

sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang tidak terpisahkan
darn Keputusan i,

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
adalah:
A. Penanggung Jawab



KETIGA : Segala aya vang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya
Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .........
KEEMPAT : KReputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima.
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BIMA,

(tanda tangan dan cap perangkat

daerah)|
NAMA LENGKAP
Pangkat.
NIF
Tembusan
WU L wiimsivai s s wna e s :



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA BIMA

BOMOBR 3ie ot il
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA KEGIATAN
c+seee» TRHUN ANGGARAN .........

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA

NO.

JABATAN
DALAM TIM

NAMA

JABATAN DALAM TIM

2

3

4

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BIMA,

(tanda tangan dan cap sekretariat
daerah)

NAMA LENGEKAP
Panghkat.
NIP




B. Keputusan Kepala Perangkat Daerah

PEMERINTAH KOTA BIMA
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Jalan Soekarno-Hatta No. 2 Kota Bima NTB Kode Pos 84113
Telp. [0374) 64644 1-646442 Fax, (0374) 646441

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN......cccimiimimmmaramssasase

NOMOR ¢ cooveef veveeefvceeef eiieis
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA KEGIATAN. ........c....... TAHUN ANGGARAN..............

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEPALA DINAS /BADAN. .o iiia viiivsuiivmisiinnsiisunvniing
a. bahwa dalam rangka Kemalam.. .o imserias Tahun

b. bhahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dapat berjalan tertib dan lancar serta

mencapail hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas/Badan ... tentang Pembentukan Tim Kerja

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN............... TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA KEGIATAN.................. TAHUN
ANGGARAN........coen-
Membentuk Tim Kerja Kegiatan....... Tahun Anggaran ...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini,

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah;
A. Penangpung Jawab



KETIGA : Begala biava yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannva
Keputusan Kepala Dinas/Badan.......... ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .........
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima.
pada tanggal

KEPALA DINAS/BADAN. ......cccviiinvniaig

(tanda tangan dan cap perangkat

daerah)
NAMA LENGEAP
Pangkat.
NIP
Tembusan
R e e T e e o s ;



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA

DINAS/BADAN................

NOMOR. $icosas faasis s s

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN .........

SUSUNAN KEANGUGOTAAN TIM KERJA

JABATAN
NAMA JABATAN DALAM TIM
DALAM TIM
2 3 4

KEPALA DINAS/BADAN..........ccorvivvans .

(tanda tangan dan cap perangkat dacrah)

NAMA LENGEAP

Pangkat,
NIP.




C. Surat Tugas

PEMERINTAH KOTA BIMA
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

JAlAR...coviiiimariaes No. ..... Kota Bima NTB Kode Pos 84113
Telp. (0374) ovvvienereivirenesirnerers B3 (0374 o

SURAT TUGAS
NOMOR....viifuvimiaf viinn faanma

Dasar : 1. Peraturan Wali Kota Bima tentang SOTK masing-masing
Perangkat Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Bima Nomor...... Tahun 2024 tentang

Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Bima,

MEMERINTAHEAN
Kepada : Nama-nama berkut sebagaimana terlampir
Untuk : 1. Melaksanakan tugas dalam Tim Kerja puna pencapaian
Kinerja pada ....c.icssmimiining sebagaimana terlampir
Melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggungjawab;
3. Melaporkan hasilnya kepada......... sebagai Pejabat Penilai
Kinerja
Kota Bima,....oovceveerrrernrersersens
KEPALA PFERANGEKAT DAERAH............ :
[tanda tangan dan cap perangkat daerah)
NAMA LENGEAP

Pangkat
NIP.




Lampiran Surat Tugas

NOEOr:  husarses
Tanggal ..
Penanggungjawab I e i {Jabatan)
pelaksanaan tugas
| PRI b - Rt
a. Ketua Tim HER e S e et [Jabatan)
b. Anggota 8 i g v e (Jabatan)
R T e {Jabatan)
2. TIM vevnmsessassnonsas
g KetuaThn &= s (Jabatan]
b. Anggota Lo veiesemivvinsers B Datat)
" R ———, [Jabatan)
3. Tim
;. R T o
KEPALA PERANGKAT DAERAH......... :

(tanda tangan dan cap perangkat daerah)

NAMA LENGEKAP

Panghkat
NIP.




